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Menimbang

a.

SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya

kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



Mengingat

[

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4931);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19)
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 926).

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran
Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor
83).



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALI KOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya



Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp688.871.103.045,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar
Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp36.383.979.045,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh

Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), terdiri dari:

a) Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

b) Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp4.406.300.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Enam Juta Tiga
Ratus Ribu Rupiah); dan

c) Lain-lain PAD yang Sah direncanakan sebesar Rpl11.477.679.045,00 (Sebelas Miliar Empat Ratus Tujuh
Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar



Rp642.770.620.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua

Puluh Ribu Rupiah), terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp619.770.620.000,00 (Enam Ratus Sembilan
Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); dan

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar
Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp9.716.504.000,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah), yaitu
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp716.857.645.538,00 (Tujuh Ratus Enam Belas Miliar Delapan
Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah),
yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 8
Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp452.200.098.844,00

(Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat
Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari:



d)

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp256.065.194.152,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam
Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah);

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp183.437.494.442,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar
Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh
Dua Rupiah);

Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp11.655.712.730,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima
Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah); dan

Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rpl1.041.697.520,00 (Satu Miliar Empat Puluh Satu Juta
Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rpl137.902.885.694,00
(Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam

Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari:

a)
b)

Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp790.000.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp19.728.966.930,00 (Sembilan Belas Miliar
Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh
Rupiah);

Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp42.199.884.087,00 (Empat Puluh Dua Miliar
Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tujuh
Rupiah);

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp72.562.916.562,00 (Tujuh Puluh Dua
Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua
Rupiah); dan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp2.621.118.115,00 (Dua Miliar Enam Ratus Dua
Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah).



Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu
Miliar Rupiah).

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp125.754.661.000,00

(Seratus Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu

Rupiah), yang terdiri dari:

a) Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp2.490.630.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta
Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); dan

b) Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp123.264.031.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar
Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp27.986.542.493,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus
Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yaitu
Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 13
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit)

direncanakan sebesar Rp27.986.542.493,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta
Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).



Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;
belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;



2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

S. Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

® N o

Lampiran VIII
9. Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII
14. Lampiran XIV

15. Lampiran XV
16. Lampiran XVI

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd
OIMONAHA WARUWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR : (1-1/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A

RAHMAT KASIH ZEBUA, SH, M.Si.
PENATA TK. I
NIP. 19881107 201101 1 007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, penyusunannya mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan dengan pertimbangan kemampuan Pendapatan Daerah.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun
Anggaran 2022 dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Gunungsitoli dengan memperhatikan:

1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor 050/8539/BU/2021 dan Nomor 170/13/DPRD/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor 050/8540/BU/2021 dan Nomor 170/14/DPRD/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/23/KPTS/DPRD/2021 tanggal 30 November
2021 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan



II.

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/01/DPRD/2022 tanggal 04 Januari 2022
tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Rancangan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Anggaran
Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kota
Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas



Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas



Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
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LAMPIRAN 1

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



Lampiran |

Nomor : 1 Tahun

: Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

2022

Tanggal : 5Januari 2022

KOTA GUNUNGSITOLI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36.383.979.045
4.1.01 Pajak Daerah 20.500.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 4.406.300.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 11.477.679.045
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 642.770.620.000
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 619.770.620.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 23.000.000.000
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.716.504.000
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 9.716.504.000
Jumlah Pendapatan 688.871.103.045
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 452.200.098.844
5.1.01 Belanja Pegawai 256.065.194.152
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.437.494.442
5.1.05 Belanja Hibah 11.655.712.730
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.041.697.520
5.2 BELANJA MODAL 137.902.885.694
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5.2.01 Belanja Modal Tanah 790.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.728.966.930
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.199.884.087
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 72.562.916.562
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.621.118.115
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000
5.4 BELANJA TRANSFER 125.754.661.000
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.490.630.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 123.264.031.000
Jumlah Belanja 716.857.645.538
Total Surplus/(Defisit) (27.986.542.493)

6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 27.986.542.493
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 27.986.542.493
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 27.986.542.493
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0
Pembiayaan Netto 27.986.542.493
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA
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LAMPIRAN II

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN ORGANISASI

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 5Januari 2022

KOTA GUNUNGSITOLI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belania Tak Belani
Belanja Operasi| Belanja Modal clanja fa clanja Jumlah Belanja
Terduga Transfer
URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.195.000.000 | 285.840.984.009 | 124.789.421.239 0 0(410.630.405.248
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
01 PENDIDIKAN 0(155.537.764.028| 16.831.637.193 0 0(172.369.401.221
01[1.01.2.19.5.04.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI 0(155.537.764.028| 16.831.637.193 0 0(172.369.401.221
02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 165.000.000| 60.658.857.640| 10.164.108.126 0 0| 70.822.965.766
KESEHATAN
02[1.02.1.05.5.04.02.0000 DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI 165.000.000| 48.238.252.114| 9.576.507.652 0 0| 57.814.759.766
02(1.02.1.05.5.04.02.0001 UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli 0| 3.354.871.232|  165.273.768 0 0| 3.520.145.000
02[1.02.1.05.5.04.02.0002 ggng”Skesmas Kecamatan Gunungsitoll 0| 1.765.345.000 19.360.000 0 0| 1.784.705.000
02[1.02.1.05.5.04.02.0003 Ilé:ziP“Skesmas Kecamatan Gunungsitoll 0| 1.927.371.661 113.243.339 0 0| 2.040.615.000
02[1.02.1.05.5.04.02.0004 Bf;z Puskesmas Kecamatan Gunungsitoll 0| 1.753.856.393|  155.708.607 0 0| 1.909.565.000
02[1.02.1.05.5.04.02.0005 g:;tt) Puskesmas Kecamatan Gunungsitoll 0| 1.011.759.740 37.539.260 0 0| 1.049.299.000
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UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli

02|1.02.1.05.5.04.02.0006 Aloon 0| 1.104.167.500 37.207.500 ol 1.141.375.000
02|1.02.1.05.5.04.02.0007 UPTD Puskesmas Kauko Kecamatan o|  880.791.300 42.951.700 0|  923.743.000
Gunungsitoli
02(1.02.1.05.5.04.02.0008 UPTD Puskesmas Idanoi Tolamaera 0|  622.442.700 16.316.300 0|  638.759.000
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 630.000.000| 51.235.917.647| 96.405.382.296 0(147.641.299.943
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
03(1.03.2.11.1.05.03.0000 UANG KOTA CUNUNGSITOL] 630.000.000| 45.143.821.979| 79.964.082.296 0[125.107.904.275
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
03(1.04.1.03.1.05.04.0000 e RMIUKIMAN KOTA GUNUNGETOL| 0| 6.092.095.668| 16.441.300.000 0| 22.533.395.668
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
04 DL RUMALAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 400.000.000| 2.588.746.619|  797.696.324 0| 3.386.442.943
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
04(1.04.1.03.1.05.04.0000 e RUUKIMAN KoTA CUNUNGETTOL| 400.000.000| 2.588.746.619|  797.696.324 0| 3.386.442.943
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0| 11.899.424.731|  540.240.980 0| 12.439.665.711
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA KOTA
05/1.05.0.00.0.00.05.00 CUNUNGSITOL 0| 5.169.150.986 46.210.500 0| 5.215.361.486
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
051.05.0.00.0.00.34.0000 ENYELAMATAN KOTA CUNUNGEITOL) 0| 2.946.163.363|  179.289.350 0| 3.125.452.713
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
05(1.05.1.03.1.05.23.0000 O AERAH KOTA CUNUNGAITOL] 0| 3.135324.077|  196.562.630 0| 3.331.886.707
05/1.06.1.05.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI 0 0 0 0 0
05(2.09.3.27.1.05.07.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 0 0 0 0 0

PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA

05/2.11.1.05.0.00.08.0000 CUNUNGSITOLI 0 0 0 0 0 0
DINAS PERHUBUNGAN KOTA

052.15.1.05.0.00.12.0000 CUNUNGSITOLI 0 0 0 0 0 0
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

05/2.18.2.07.1.05.13.0000 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA 0 0 0 0 0 0
GUNUNGSITOLI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

053.26.2.22.1.05.15.0000 COTA CUNUNGSITOL] 0 0 0 0 0 0
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

05/5.02.1.05.0.00.20.0000 PENDAPATAN DAERAH KOTA 0 0 0 0 0 0
GUNUNGSITOLI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

05 [5.03.5.04.1.05.21.0000 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0| 648.786.305 118.178.500 0 0|  766.964.805
KOTA GUNUNGSITOLI

06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0| 3.920.273.344 50.356.320 0 0| 3.970.629.664

061.06.1.05.0.00.06.0000 DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI 0| 3.920.273.344 50.356.320 0 0| 3.970.629.664

URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.091.600.000| 50.293.789.664| 7.246.178.924 0| 1.029.500.000| 58.569.468.588
o7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 0 40.128.800 0 0 0 40,128,800
KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

07/2.18.2.07.1.05.13.0000 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA 0 0 0 0 0 0
GUNUNGSITOLI
DINAS PERDAGANGAN DAN

07/3.30.3.31.2.17.16.0000 KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI 0 40.128.800 0 0 0 40.128.800

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 0| 613.122.206 13.675.200 0 0| 626.797.406

PERLINDUNGAN ANAK
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DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

08]2.14.2.08.1.05.11.00 PERLINDUNGAN ANAK KOTA 0 613.122.206 13.675.200 0 0 626.797.406
GUNUNGSITOLI
09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 447.000.000| 5.243.704.486 0 0 0| 5.243.704.486
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
09]2.09.3.27.1.05.07.0000 PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI 447.000.000| 5.243.704.486 0 0 0| 5.243.704.486
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
10 PERTANAHAN 0 210.000.000 790.000.000 0 0| 1.000.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
1011.03.2.11.1.05.03.0000 RUANG KOTA GUNUNGSITOL| 0 210.000.000 790.000.000 0 0| 1.000.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
11 LINGKUNGAN HIDUP 400.000.000| 9.932.848.812| 2.791.355.864 0 0| 12.724.204.676
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
11{1.03.2.11.1.05.03.0000 RUANG KOTA GUNUNGSITOL| 0 516.941.362 576.323.468 0 0| 1.093.264.830
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
11{2.11.1.05.0.00.08.0000 GUNUNGSITOL] 400.000.000( 9.415.907.450| 2.215.032.396 0 0| 11.630.939.846
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 0| 3.967.592.380 98.560.000 0 0| 4.066.152.380
PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
12]2.12.1.05.0.00.09.0000 SIPIL KOTA GUNUNGSITOL] 0| 3.967.592.380 98.560.000 0 0| 4.066.152.380
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0| 5.690.112.848 168.385.840 0| 1.029.500.000( 6.887.998.688
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
13]2.13.1.05.0.00.10.0000 DESA KOTA GUNUNGSITOLI 0| 5.690.112.848 168.385.840 0| 1.029.500.000( 6.887.998.688
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 0| 6.368.186.747( 1.120.132.170 0 0| 7.488.318.917

BERENCANA
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14

2.14.2.08.1.05.11.00

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA
GUNUNGSITOLI

6.368.186.747

1.120.132.170

7.488.318.917

15

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN

1.244.600.000

5.651.226.325

1.338.922.092

6.990.148.417

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA

15(1.03.2.11.1.05.03.0000 RUANG KOTA GUNUNGSITOL| 0 311.519.283 485.839.392 797.358.675
DINAS PERHUBUNGAN KOTA
15(2.15.1.05.0.00.12.0000 GUNUNGSITOL] 1.244.600.000| 5.339.707.042 853.082.700 6.192.789.742
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
16 KOMUNIKASI DAN INEORMATIKA 0| 4.567.679.247 290.172.200 4.857.851.447
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16]2.16.2.21.2.20.30.0000 KOTA GUNUNGSITOL| 0| 4.567.679.247 290.172.200 4.857.851.447
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
17 USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 867.641.789 13.084.500 880.726.289
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI
17(2.17.3.31.0.00.33.0000 USAHA KECIL MENENGAH KOTA 0 867.641.789 13.084.500 880.726.289
GUNUNGSITOLI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
18 PENANAMAN MODAL 0| 3.560.813.822 202.121.830 3.762.935.652
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
18]2.18.2.07.1.05.13.0000 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA 0| 3.560.813.822 202.121.830 3.762.935.652
GUNUNGSITOLI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 900.583.740 0 900.583.740
19]1.01.2.19.5.04.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI 0 0 0 0
19(3.26.2.22.1.05.15.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0 900.583.740 0 900.583.740

KOTA GUNUNGSITOLI
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20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 12.367.952 0 0 12.367.952
20(2.16.2.21.2.20.30.0000 E(I)ﬂ'ﬁsGTJONI\(IJL[ij’\C{;I;/‘A\rgL?AN INFORMATIKA 0 12.367.952 0 0 12.367.952
21 ILDJ;;JSSP'S\II\IDTELAERINTAHAN BIDANG 0 0 6.000.000 0 6.000.000
2112.16.2.21.2.20.30.0000 E(I)l\_lr/:SG}fJONI\(IJL’i:\CI-]I;,_A\réILIIDAN INFORMATIKA 0 0 6.000.000 0 6.000.000
22 EE;SSRIYZEA'\SERINTAHAN BIDANG 0 557.735.791 0 0 557.735.791
2213.26.2.22.1.05.15.0000 E(I)I\'IIQSGPLJAI\TL\J%I(SSQ-I?O?_?N KEBUDAYAAN 0 557.735.791 0 0 557.735.791
23 gE:PSSSI\_Ir:IEzA;NRINTAHAN BIDANG 0| 2.048.632.036 412.290.828 0| 2.460.922.864
23|2.23.2.24.1.05.31.0000 E(IDI\_:_QSGF:JEI\RIBL’\JJSG?_}:QEIN DAN KEARSIPAN 0| 2.048.632.036 412.290.828 0| 2.460.922.864
24 E;‘J:SEAT\IEMERINTAHAN BIDANG 0 61.412.683 1.478.400 0 62.891.083
2412.23.2.24.1.05.31.0000 EIOI\'II'QSGF;JEIFIBESGE'}FSGN DAN KEARSIPAN 0 61.412.683 1.478.400 0 62.891.083

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.210.300.000( 19.691.520.999| 3.243.458.222 0| 22.934.979.221
25 EEI}J:S'&;EISTAEI\TLR:ELPI‘E:NNATIDANG 70.500.000| 2.948.551.101 268.684.000 0| 3.217.235.101
25|3.25.1.05.0.00.14.0000 DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI 70.500.000| 2.948.551.101 268.684.000 0| 3.217.235.101
26 ILDJEI:\S/GI:AI:;MERINTAHAN BIDANG 0| 4.537.913.416 977.535.200 0| 5.515.448.616
26|3.26.2.22.1.05.15.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0| 4.537.913.416 977.535.200 0| 5.515.448.616

KOTA GUNUNGSITOLI
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URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

3(27 PERTANIAN 0| 5.284.031.717| 1.698.206.580 0 0| 6.982.238.297
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
312712.09.3.27.1.05.07.0000 PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI 0| 5.284.031.717( 1.698.206.580 0 0| 6.982.238.297
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3(30 PERDAGANGAN 1.139.800.000( 3.403.427.119 221.643.867 0 0| 3.625.070.986
DINAS PERDAGANGAN DAN
3(30(3.30.3.31.2.17.16.0000 KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI 1.139.800.000| 3.403.427.119 221.643.867 0 0| 3.625.070.986
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3(31 PERINDUSTRIAN 0| 3.517.597.646 77.388.575 0 0| 3.594.986.221
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI
3(31]2.17.3.31.0.00.33.0000 USAHA KECIL MENENGAH KOTA 0| 3.517.597.646 77.388.575 0 0| 3.594.986.221
GUNUNGSITOLI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.200.000| 50.699.485.918| 1.666.028.155 0 0| 52.365.514.073
4101 SEKRETARIAT DAERAH 2.200.000| 26.080.072.315( 1.026.939.243 0 0| 27.107.011.558
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
41014.01.1.05.0.00.17.0000 GUNUNGSITOL] 2.200.000| 26.080.072.315| 1.026.939.243 0 0| 27.107.011.558
4102 SEKRETARIAT DPRD 0| 24.619.413.603 639.088.912 0 0| 25.258.502.515
41024.02.1.05.0.00.18.00 SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI 0| 24.619.413.603 639.088.912 0 0| 25.258.502.515
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |684.372.003.045| 20.479.558.140 345.157.726(1.000.000.000 | 124.725.161.000| 146.549.876.866
5(01 PERENCANAAN 0| 4.276.842.826 89.409.606 0 0| 4.366.252.432
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
5101]5.01.5.05.1.05.19.0000 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0| 4.276.842.826 89.409.606 0 0| 4.366.252.432
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
5(02 KEUANGAN 684.372.003.045| 12.598.969.802 253.592.120(1.000.000.000 | 124.725.161.000|138.577.722.922
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
5(02]5.02.1.05.0.00.20.0000 PENDAPATAN DAERAH KOTA 684.372.003.045| 12.598.969.802 253.592.120(1.000.000.000(124.725.161.000| 138.577.722.922

GUNUNGSITOLI
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5(03 KEPEGAWAIAN 0| 3.264.721.518 2.156.000 0 0| 3.266.877.518
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

5103]5.03.5.04.1.05.21.0000 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0| 3.264.721.518 2.156.000 0 0| 3.266.877.518
KOTA GUNUNGSITOLI

5|04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 125.954.176 0 0 0 125.954.176

510411.01.2.19.5.04.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI 0 0 0 0 0 0
BADAN KEPEGAWAIAN DAN

5({04]5.03.5.04.1.05.21.0000 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 125.954.176 0 0 0 125.954.176
KOTA GUNUNGSITOLI

5(05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 213.069.818 0 0 0 213.069.818
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

5({05]5.01.5.05.1.05.19.0000 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 213.069.818 0 0 0 213.069.818
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

6 l;:l;g;:i;lﬁ:LVASAN URUSAN 0| 4.645.618.024 310.815.328 0 0| 4.956.433.352

6|01 INSPEKTORAT DAERAH 0| 4.645.618.024 310.815.328 0 0| 4.956.433.352

6({01{6.01.1.05.0.00.22.0000 I(;\IUSEEETSSIT_?;BAERAH KOTA 0| 4.645.618.024 310.815.328 0 0| 4.956.433.352

7 UNSUR KEWILAYAHAN 0| 16.477.456.735 287.042.100 0 0| 16.764.498.835

7(01 KECAMATAN 0| 16.477.456.735 287.042.100 0 0| 16.764.498.835

7{01{7.01.1.05.0.00.24.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI 0| 6.067.761.359 105.609.000 0 0| 6.173.370.359

7{01{7.01.1.05.0.00.25.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI 0| 2.307.728.329 52.640.000 0 0| 2.360.368.329

7{01(7.01.1.05.0.00.26.00 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI UTARA 0| 2.419.657.166 34.513.600 0 0| 2.454.170.766

7{01{7.01.1.05.0.00.27.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI ALO""OA 0] 1.816.300.824 19.569.044 0 0| 1.835.869.868

7{01{7.01.1.05.0.00.28.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI SELATAN 0| 2.037.131.675 37.373.200 0 0| 2.074.504.875

7{01{7.01.1.05.0.00.29.0000 KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI BARAT 0| 1.828.877.382 37.337.256 0 0| 1.866.214.638

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0| 4.071.685.355 14.784.000 0 0| 4.086.469.355
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01

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.071.685.355

14.784.000

0

4.086.469.355

01

8.01.1.05.0.00.32.0000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA GUNUNGSITOLI

4.071.685.355

14.784.000

0

4.086.469.355

TOTAL

688.871.103.045

452.200.098.844

137.902.885.694

1.000.000.000

125.754.661.000

716.857.645.538

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA
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